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MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 


Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
50/PMK.08/2008 tentang Lelang Surat Utang Negara ' Di 
Pasar Perdana belum mengakomodir pelaksanaan lelang 
Surat Utang Negara dalam valuta asing di pasar perdana 
domestik serta belum memuat ketentuan yang 
memungkinkan penjualan Surat Utang Negara melalui lelang 
Surat Utang Negara tambahan (green shoe option); 

b. bahwa dalam rangka diversifikasi instrumen Surat Utang 
Negara dan mewujudkan pasar Surat Utang Negara dalam 
negeri yang lebih dalam, aktif, likuid serta untuk 
memperluas basis investor, perlu membuat aturan yang 
memungkinkan pelaksanaan lelang Surat Utang Negara 
dalam valuta asing di pasar perdana domestik dan penjualan 
Surat Utang Negara melalui Surat Utang Negara tambahan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Keuangan tentang Lelang Surat Utang Negara Dalam 
Mata Uang Rupiah Dan Valuta Asing Di Pasar Perdana 
Domestik; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat 
Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik 

- Indonesia Nomor 4236); 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1081 PMK.0812007 
tentang Sistem Dealer Utama sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
30/PMK.08/2008; 

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 661 KMK.0 112003 
tentang Penunjukan Bank Indonesia Sebagai Agen Untuk 
Melaksanakan Lelang Surat Utang Negara Di Pasar Perdana; 
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8. Peserta Lelang adalah bank atau perusahaan efek yang 
ditunjuk Menteri Keuangan sebagai dealer utama 
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan 
mengenai Sistem Dealer Utama. 

9. Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disingkat 
LPS adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga 
Penjamin Simpanan. 

10. Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat BI adalah badan 
hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. 

1 1. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang yang selanjutnya 
disebut Direktur Jenderal adalah pimpinan unit eselon satu 
di lingkungan Kementerian Keuangan yang membidangi 
urusan pengelolaan utang. 

12. Pihak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia . 

maupun warga negara asing dimanapun mereka bertempat 
tinggal, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau 
kelompok yang terorganisasi baik Indonesia maupun asing 
dimanapun mereka berkedudukan, BI, atau LPS. 

13. Residen adalah orang perseorangan warga negara Indonesia 
yang bertempat tinggal di Indonesia, perusahaan, usaha 
bersama, asosiasi, atau ltelompok yang terorganisasi baik 
Indonesia ataupun asing, yang didirikan atau bertempat 
kedudukan di wilayah Republik Indonesia, BI, atau LPS. 

14. Imbal Hasil (yield) adalah keuntungan yang diharapkan oleh 
investor dalam persentase per tahun. 

15. Penawaran ~embelian Kompetitif (competitive bidding) adalah 
pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan: 

a. volume dan tingkat Imbal Hasil yang diinginkan 
penawar, dalam ha1 Lelang SUN dengan kupon tetap 
atau pembayaran bunga secara diskonto; atau ' 

b. volume dan harga (price) yang diinginkan penawar, dalam 
ha1 Lelang SUN dengan kupon mengambang. 

16. Penawaran Pembelian Non Kompetitif (non competitive 
bidding) adalah, pengajuan penawaran pembelian dengan 
mencantumkan: 

a. volume tanpa tingkat Imbal Hasil yang diinginkan 
penawar, dalam ha1 Lelang SUN dengan kupon tetap 
atau pembayaran bunga secara diskonto; atau 

b. volume tanpa harga yang diinginkan penawar, dalam ha1 
Lelang SUN dengan kupon mengambang. 

17. Harga Beragam (multiple price) adalah harga yang 
dibayarkan oleh masing-masing pemenang Lelang SUN 
sesuai dengan harga penawaran yang diajukannya. I 












































